i B

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
. NOMOR: 30 TAHUN 2019

TENTANG -
SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
- PERTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

e
N T |

Menimbang' : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti
' . Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Sisterm Zonasi
Penerimaan Peserta Didik Baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pertu
-3 menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur
- tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta
Didik Baru. .
. Mengingat = : 1. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara
H . .~ Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem  Pendidikan Nasional,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 078, dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka
Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3206);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Nomor 2461, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 20l4tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

5. Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan yang
telah direvisi terakhir menjadi Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintahh Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864), _

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6041); ‘

9. Peraturan Menteri~  Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 955);

10.Peraturan Daecrah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Sistem Pendidikan Daerah; '

11.Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
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Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
lingkup Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
© TENTANG SISTEM ZONASI PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adzalah Kolaka Timur.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pefmerintah Daerah.

. Bupat adalah Bupati Kolaka Timur.
. Organisasi Perangkat Daerah dan selanjutnya disingkat OFD adalah

Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur.

5. Kementerian adslah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

10.

11.

12.

13.

. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan.
Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengzh pertama.

. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TX, adalah saleh satu

bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.

Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikéq dasar. y
Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah
satu bentuk satué.rg pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
umum pada jenjéqg pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, M, a'tag‘_
bentuk lain yang sederajat atan lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama atau setara; SD atau MI.

Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalal
penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah. -
Rombongan Bels}ja‘r adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada
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14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran
capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional

dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, 5,

15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah
surat keterangan:yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar
Kompetensi Lulusé_.n yang dinyatakan dalam kategori. :

16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu
sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik
dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya
bersumber dari _satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui
secara online.

Pasal 2

9 (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
a. nondiskrimma'_tif;
b. objektif; : :
c. transparan; - : a
d. akuntabel; dan : &

1

e. berkeadilan. . ° L
(2) Nond1skr1m1nat1f sebagalma.na dimaksud pada ayat (1) d1kecua11kan bagi

Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelornpok gender
atau agauma’ tertentu

t
. Pasal 3

r

N

Peraturan Bupati iii bertujuan untuk: .
a. mendagrong peningkatan akses layanan pendidikan; ‘ i

b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam mellalgsanakaﬁ
PPDB. IS o ,

BAB I g
TATA CARA PPDB ' i

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

; Pasal 4

-\
-

{1} Sekolah yang disélenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan
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(2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari
tahap: ' i i
a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada
Sekolah yang bersangkutan yang dﬂakukan secara terbuka A
b. pendaftaran; . .
c. seleksi sesuai ciengan jalur pendaftaran; .
d. pengumuman i:enetapan peserta didik baru; dan ,
e. daftar ulang." L
(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a, paling sedikit memuat
informasi sebagai berikut:
a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
b. tanggal pendaftaran;
c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau

jatur perpindahan orangtua/wali; r
d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP
sesuai denganJ data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
(5) Pengumuman pendaftaran penerimgan calon peserta didik baru
sebagaimana dunaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah

maupun media lamnya

(6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftatan dalam PPDB.;:__1
(7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan
guru yvang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melatui keputusai;
kepala Sekolah. = ; '
: E Pasal 5
(1) PPDB dﬂaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam Jarmgajg
(daring]). g

(2) Dalam hal tidak tersedla fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalu,t

mekanisme luar j Jar;nga.n (luring). ‘i
. i
Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6 'f"l



. 6
.o
oo

vi
S

F/l

a. berusia 4 {empaf’t] tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompc'\iic
A; dan R ' '

b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok"
B. :

Pasal 7 o

{1) Persyaratan calon beserta didik baru kelas 1 {satu) SD berusia:.
a. 7 {tujuh) tahun;'atau -
" b. paling rendah 6 {enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun,
{3) Pengecualian sjai'at usia paling rendah 6 {enam) tahun sebaga.iman%
dimeksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6
[enam) bulan padsd tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkar bagi
~ calon peserta didi.k yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi
tertulis dari psikolog profesional.
(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tidak
tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun
berjalan; dan. ;_'_
~ b. memiliki ijazah%atau suwrat tanda tamat belgjar SD' atau bentulg lait_iEt
) yang sederajat. *

T

+
-

P ¥

&
' 4
Pasal 9 _ -

; i
Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8!

dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang

-
Iy

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah /kepala desa
setempat sesnai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

(1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau”
warga negara asing_- untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah
di luar negeri Selajn: memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ‘
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Pasal 8 wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang
menangani bldang pend1d1ka_n dasar dan menengah.

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta

didik warga negafé. asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa

. Indonesia paliné singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang

bersangkutan.

Pasel 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebaga;mana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dikecualikan bagi peserta

didik penyancla.ng d1sab111tas di Sekolah yang menyelenggarakan Iayanan
inklusif.

— .. Pasall2
- {1) Sekolah yang:
a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
c. berada di daer_'ah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi
persyaratan u.:si:a dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 huruf a.

(2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat &

(1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak -
martnpu. '

Pasal 13

(1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon
peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah Wa_11b
melaporkan keleb1han calon peserta didik tersebut kepada dlnas
pendidikan se:sua.l dengan kewenangannya. |

(2) Dinas pendldﬂcan, sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan
kelebihan calon péserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pada
Sekolah lain dalam zonasi yang sama.

(3) Dalam hal daya ta;npung pada zonasi yang sama sebagaimana dunaksud
pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain
dalam zonasi terdekat. | |

(4) Ketentuan seba;gaimana dimaksud pada avat [1). avat [9). dan avat (21
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(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: .} i

(5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh -
Pemerintah Daerah dilarang:

a. menambah Junllah Rombongan Belgjar, jika Rombongan Belajar yang
ada telah memenuh1 atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar

dalam standar namonal pendidikan dan Sekolah tidak memiliki laha.r'l
dan/atau

b. menambah ruang kelas baru. L
Pasal 14 -

Sekolah wajib melakﬁkan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data
peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala pa]mg
sedikit 2 {dua) kali dalam 1 (satu) semester. B

5
i

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDR ' ' P

S TR e A e -

Pasal 15

a. zonasi; - A
b. prestasi; dan : .
c. perpindahan tugas orang tuafwali. : f
{2) Jalur zonasi sebagalmana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedﬂﬂt
90% [sembﬂan puluh persen) dari daya tampung Sekolah. 2
(3) Jalur prestam sebagalmana dimaksud dengan ayat (1) huruf b pahng
banyak 5% (hma persen) dari daya tampung Sekolah.
(4) Jalur perpmdahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan
~ayat (1) huruf c pahng banyak 5% (lima persen) dari daya tampung
Sekolah. | ’: ‘ .
{5) Calon peserta didilfc hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) Jalur
pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dalam Satl._l:..;
zonasi. : : | e
{6) Selain melakukaﬁ pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengaﬁ__
domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi dormsﬂl
peserta didik. , : )

4
(7) Sekolah dﬂarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta chdlk
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Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud

- Pasal 16

L

dalam Pasal 15 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur
zonasi atau jalur prestasi. :

‘n
v

Pasal 17

( 1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedﬂnt

(2)

{3)

" dengan Sekolah asal. - __ | B

90% [sembﬂan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wa_]1b
menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang d1tetapkan
Pemerintah Daerah
Domisili . calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling smgkat'

1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. ;
Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan dom1sﬂ1 dari rukun"‘
tetangga atau rukun warga vang dilegalisir oleh lurah/kepala desa
setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah
berdomisili pahng smgkat 1 {satu) tahun sejak d1terb1tkazmya surat
keterangan donusﬂf‘ .
Sekolah mempnontaskan pesefta didik yang memiliki kartu keluarga afau
surat keterangan _dq:[l‘l.‘lsﬂl dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sa.ma\_{.

L

Ly

Pasal 18 | :

Kuota paling sedllqt 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonaSl
sebagan:nana dlmaksud dalam Pasal 15 ayat (2) termasuk kuota bagl
a. peserta didik tldak mampu; dan/fatau : 2
b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan .

layanan 1nklu51f

.i'.f'
i,

Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidgk mampu .
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bul{tl &)
keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak: f
mampu dari Pemermtah Pusat atau Pemerintah Daerah. C ,,
Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterang i 3

menyatakan berse::ha diproses secara hukum, apabﬂa t buktL:

d -4
PR

- - -
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: .
tidek mampu - dan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimgksud pada ayat (2).
Peserta didik ya:mg' Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukii
keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5]
diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite

1

Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. '
Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam
program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusaf atau
Pemerintah Déerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah
bersama Dinas Pendidikan Kabupaten wajib melakukan verifikasi data
dan lapangan ' sgrta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

(7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud padg

ayat (3) berlaku juga bagi crang tua/wali yang terbukti memalsukan
keadaan sehmgga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang

o

disabilitas. i ) :r-

(8) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5]j

(1)

(2)

{3)

berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga
seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas. {
Pasal 19 " o

Penetapan zonasi dﬂakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewena.nga.nnya dengan prinsip mendekatkan domlsﬂl
peserta didik dengan Sekolah. ¥
Penetapan zonas1 oleh Pemerintah Daerah pada setiap Jenjang
sebagaimana d1rnaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan _]umlah
ketersediaan da}ra tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan _]umlah
anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib 111:31115:.st11{amt
semua wilayah' adm1n13tras1 masuk dalam penetapan zonasi sesuai

if
dengan jenjang pend1d1kan

(4} Dinas Pendld_lkan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang'

d.lselenggarakan‘ o]eh Pemerintah Daerali dalam proses PPDB telah

.I
menarmma neasrta Aidilr dalam #nmact srana falnth Aifarasiean »
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(5) Penetapan zonasi -pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib d1umumkan paling lama. 1 (satu) bulan sebelum pengumuman
secara terbuka pendaftaran PFPDB.

(6) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1), Dinas Pendidikan Kabupaten melibatkan musyawarah atau
kelompok kerja kepa]a Sekolah. ._

(7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi ataull

kabupaten/ kota penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagamlana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara

tertulis antar Pemenntah Daerah. ,

Y
it

Pasal 20 &

(1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dJmakS“d

O dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan: t{
a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau 3

b. hasil perlombasn dan/atau penghargaan di bidang akademik mauput

nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat

provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota. H

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta d1d1k

yang berdomlsm c11 Tuar zonasi Sekolah yang bersangkutan. _

'" Pasal 21 o

(1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dala.m

C’ > Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ ditujukan bagi calon peserta didik yang

berdomisili di luar ,zonasi Sekolah yang bersangkutan.,

i,

(2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1bukt1kah

dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan

Y
yang mempekerj akan.

Pasal 22

.

ir

(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, da_éf
perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
-sampai dengan Pasal 22 dikecualikan untuk: Ii

a. Sekolah yang dlselenggarakan oleh masyarakat;

b. SMK yang dlselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

c. Sekolah Keria ‘Qama: N

¥
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e. Sekolah yang flfenyelenggarakall pendidikan khusus; - 5

f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

g. Sekolah berasrama, A

h. Sekolah di daerah tertinggel, terdepan, dan terluar; dan )

i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat
memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan
Belajar,

(2) Pengecualian kefeﬁtuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daera,lf‘;
yang jumiah penciuduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentua;ﬁ
jumlah pe‘serta dldlk dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagajmaméii
dimaksud pada ay;t (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuaJ
dengan kewenangannya dan -dﬂaporkan kepada. direktur jenderal yang

| menangani'bidahg;péndidikan dasar dan menengah.

e e

| o ; Bagian Keempat _ ¥
Seleksi PPDB K

Pasal 23

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakm'
jalur zonasi dan ja.lur perpindahan tugas orang tua/wali. :

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempert:lmbangkan

Lkriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

~ a. usia sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1}; dani ke

b. jarak tempat tmggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang d1tetapka.q '

oleh Pemermtah Daerah kabupaten /kota, , Fi.

(3) Sekolah wa_]1b menenma peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun denga.n
domisili dalam zonam yvang telah ditetapkan. s ;'5

{4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama; |

maka penentuan peserta didik didasarkan pada Jarak tempat tmggal calon”

_ - peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
(5) Dalam seleksi ca.lon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dﬂakukan

tes membaca, menuhs, dan berhitung. : o -‘3?:

T,

©

i
3
wt

'l-
kKl
-

Pasal 24 f:

- PYRRR
,{ e
158

Seleksi calon peserta d1d1k baru kelas 7 (tujuh} SMP menggunalmn Jalur

zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. :_';?



: : : Pasal 25 .

. i‘j,
{1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan
mekanisme darmg dllakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tmggal
terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. =
(2) Jika jarak tempat tmgga.l calon peserta didik dengan Sekolah sebagaumana

dimaksud pada ayat (1) sama; maka yang diprioritaskan adalah peserta
didik yang mendaf’qar lebih awal.

Pasal 26

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan
mekanisine luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat
tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi

— yang ditetapkan. °
e (2) Untuk daya ta.mpung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat
calon peserta d1d1k yang mermmiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah
sama, maka d1la.rkukan dengan memprioritaskan peserta didik _yang

memiliki nilai u_]lan Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

i A

'

: Bagian Kelima
‘Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 27 g

(1) Daftar ulang dlla.kukan oleh calon peserta didik baru yang telah dltenma

untuk memastlkan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang
bersangkutan. :

O

b
(2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan statlié
peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan. i
i\ Bagian Keenam .{:
EBiaya
Pasal 28 “
i
(1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional
Sekolah tidak dipungut biaya. -

(2} Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak
dipungut biaya. - .
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i

a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan
pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

b, melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang
dikaitkan dengan PPDB.

; BAB HI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK b

Pasal 29

(1} Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daeral_i
kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, ataﬁ‘
antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal
dan kepala Sekolah yang dituju, ..

(2} Dalam hal terdagat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksuc_l;
pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbahan;ij
Dapodik. :

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat.
(2) wajib memenuh_l ketentuan persyaratan PPDB dan/atau s1stem zonasi
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

(1) Peserta didik setara SD di nega_ra lain dapat pmdah ke SD di Indones1a

. setelah memenuhis ) H
a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal; :
b. surat keterangan dari direktur jenderal yang mena.ngam bldang

pendidikan dasar dan menengah; dan
¢. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakgﬁ Sekolah‘\'{_l
yang dituju. :

(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indones1a
setelah: o i

a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan:

bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesalkan
pendidikan j Jenjang sebelumnya;

b. surat pemyataan dari kepala Sekolah asal;

c. surat Leterangan dari direktur jenderal yang menangam bldang "

pendldlkan dasar dan menengah dan



Pasal 31

(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD
Hdak pada awal kelas 1 {satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan
yang dlselenggarakan oleh 5D yang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur, pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP
tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki jjazah kesetaraan program Paket A; dan

7

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP
yang bersangkutan. '

. (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari Jalur pendldlkan
nonformal/ mformal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
ayat (2}, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodlk__.

. | . BAB IV

4

PELAPORAN DAN PENGAWASAN oy

u
a

B

Pasal 32 i

{1) Sekolah wajib mel?éporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta

 didik antar Seké)léi:h 'setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daeral
dalam hal ini Dmas Dikmudora Kab. Kolaka Timur sesuai dengar'—i'
kewenanganny*a‘ d

(2) Dinas Dikmudora’ kabupaten wajib memiliki kanal pelaporan untuk

menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan FPDB.

O

Pasal 33 | %,

Dinas pendidikan kabupaten /kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan PPDB paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

'a.é

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini Dinas Pendidikan kabupaten
melakukan pemblnaan dan pengawasan kepada  Sekolah’ yang'
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya
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]

BAB V
SANKSI

Pasal 35 . !

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan
ketentuan Dinas pendidikan kabupaten /kota memberikan sanksi kepada
. kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa: . -
1. teguran _tqrtuhs; |

2. penundaah atau pengurangan hak;

3. pembebasan tugas; dan/atau

4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
{2) Tata cara pemf)erian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah
—_ Daerah. : A,

v
¢
[ #
9

. Pasal 36

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat

menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PFDB
dalam Peraturan Bupati ini. 5

S s
BAB VI

*, KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

*

~ Bagi Sekolah yang . dlselenggaraka.n oleh masyarakat yang menerima dana
bantuan operasmnal Sekolah, ‘mulai tahun ajaran 2020/2021 Wajlb
melaksanakan PPDB dunulzu pada bulan Mei.

N

Pasal 38

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan
mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada karti
keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (2) dapat therb1tkan palmg singkat 6 (enam] bulan sebelum
pelaksanaan PPDB £



[ 4
% . ‘
.y BAB VII i«
°  KETENTUAN PENUTUP ‘
' Pasal 39
Peraturan ini mulai ;berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengaii
penempatannya dalath Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
Ditetapkan di : Tirawuta
pada tanggal :;V‘b*aa&{ - 2019
PARAF KOORDINAST S ‘ -
No. Nama | Jabataa | Berwd |\ TIMUR, i
| rom samso & | Seleon .o | o
4 iy R XY/ HERBIANSYAH
*OLAKA f}/ ,
Diundangkan di : Tirdwuta i
Pada Tanggal ;}w@mb{ -~ 2019 t
SEKRETARIS DAERAH X
KAB. KOLAKA TIMUB
~ EKO SANTOSO BUDIARTO i

Sg
-t

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019, NOMOR i+

SESUAI SURAT HASIL FASILITASI OLEH PEMERINTAH PROVINSI
'SULAWESI TENGGARA NOMOR : 130/4034.
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